
KELEMBAGAAN PERUMAHAN DAN 

PERMUKIMAN DI INDONESIA
#9 WINNY ASTUTI. MK. TEORI DAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN PERUMAHAN



PENYELENGGARAAN PERUMAHAN

Penyelenggaraan Perumahan

(PP RI NOMOR 14 TAHUN 2016) :

perencanaan
Perumahan

pembangunan
Perumahan

pemanfaatan
Perumahan

pengendalian
Perumahan



1. PERENCANAAN PERUMAHAN

Menyusun rencana
pembangunan dan 

pengemb
Perumahan mengacu

RKP

Lembaga 
Kerjasama 
dg lembaga

Ditetapkan dalam
RPJP, RPJM, RKP Lembaga 

Kerjasama 
dg Lembaga 

terkait

Memenuhi
kebutuhan rumah
dan keterpaduan

inftastruktur

Lembaga
Kerjasama 

dg Lembaga 
terkait



2. PEMBANGUNAN PERUMAHAN

• teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan

• Upaya penataan pola dan struktur ruang pembangunan Rumah
beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang terpadu

pembangunan Rumah dan 
Prasarana, Sarana, dan

Utilitas Umum;

• upaya penanganan dan pencegahan terhadap Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh serta penurunan kualitaslingkungan.

peningkatan kualitas
Perumahan



3. PEMANFAATAN PERUMAHAN

pemanfaatan Rumah;

pemanfaatan Prasarana, dan Sarana Perumahan

pelestarian Rumah, Perumahan, serta Prasarana dan

Sarana Perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan



4. PENGENDALIAN PERUMAHAN

Perijinan Ijin yang efisien
dan efektif

SKPP 
terkait

Penertiban

kesesuaian
perencanaan

Perumahan dengan
rencana

tata ruang wilayah

SKPD 
terkait

Penataan

menjamin

pembangunan Perumahan
yang layak huni sehat, aman,

serasi, dan teratur serta
mencegah terjadinya

penurunan

kualitas Perumahan

SKPD 
terkait



PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (UU 23/ 2014)



DASAR HUKUM



TIPOLOGI LEMBAGA DALAM PENYEDIAAN PERUMAHAN



JENIS LEMBAGA DI BIDANG PERUMAHAN



PERAN LEMBAGA



WUJUD KEGIATAN BIDANG KELEMBAGAAN



KERJASAMA / KEMITRAAN BIDANG PERUMAHAN



KERJASAMA BERBASIS PROGRAM DAN TUPOKSI



KERJASAMA BERBAGAI PROGRAM



TINDAK LANJUT KERJASAMA



KPBU (KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA)



POKJA PKP (PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN)



UNSUR POKJA PKP



KERJASAMA ANTAR SEKTOR DAN PELAKU



PEMBAGIAN PERAN POKJA PKP PUSAT DAN DAERAH



BADAN PENGELOLA RUSUN



PERUM –PERUMNAS (PP NO 83/ 2015)

Sumber : Perumnas
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